
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dae<ah 
dan RetnbuSJ Oaerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 130 Tambahan Lembaran Negara Rel)Ubtik 
Indonesia Nomor 5049): 

2. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repubflk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rel)Ublil< Indonesia 
Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Oaerah Kabupaten caiam Lingkungan Propinsj Jawa 
Barat (Benta Negara Tahun 1950); 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaJmana cfimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, maka penyesua•annya tersebut 
pertu d1tetapkan kembali dengan Peraturan Bupati 

c 

b. bahwa lnsentif Pemungutan Retribus, Oaerah semuta tetah 
ditetapkan melalui Peraturan Bupab Bekast Nomor 6 
Tahun 2014. n.amun pelaksanaannya pertu drtJllj.au dan 
disesuaikan kembab 

a. bahwa sesua, Pasal 171 ayat (1) can ayat (2) Peratlr.111 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanlaaian lnsentil Pungutan Pajak Oaerah 
dan Retribusi Oaerah, maka terhada:p instansi pe2aksana 
pemungutan retribusi daerah diberikan lnsentif yang dibenkan 
sebagai penghargaan atas klnet)anya dalam metaksanakan 
pemung1,.1tan retribusi daerah: 

BUPATI BEKASI, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSl OAERAH 

TENT ANG 

NOMOR 1 'W!ll:I 2015 

PERATURAN BUPATl BEKASI 

Mengingat 

Menimbang 

- 



PERATIJRAN BUPATI BEKASI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI OAERAH. 

M E M U TU S KA N: 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraluran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perubahan Alas Peraturan O.aerah Kabupaten Bek.aSJ 
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retnbus, Daerah ( Lembatan 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 7) 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 3 Tahun 2013 
tentang RetnbUsi Per~njangan tam MempekefJakan Tenaga 
Keqa Warga Negara Asing ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekas, Tahun 2013 Nornor 3 ); 

10 Peraturan Dearah Kabupaten Bekasl Nomor 9 Tahun 2013 
Ten tang Penataan dan Relfibusi Pengendalian Menata 
T elekomunikas, di Kabupaten Bekasi ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekas, Tahun 2013 Nomor9 ): 

11. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
, tentang Organisas, Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 

(Lembaran Oaerah Kabupaten Bel<as, Tahun 2014 Nornor 8): 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nornor 12 Tamm 2014 
tentang Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daer ah Kabvp.aten Bekasi T ahun 
2014 Nomor 12). 

7. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 N~mor 6); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negen NOfl'lor 13 T ahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuanga.n Oae<ah. sebagaimana telah 
beberapa kali d1ubah terakhir dengan Peraturan Menten Oalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan oaeran: 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembenan 
dan Pema.nfaatan lnsentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119): 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republil< lndonesla Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ~ lndone-saa 
Nomor 5587); 

Meoe1apkan 



1) lnsent,f d1berikan kepada SKPD pelaksana pemungutan retribt.tsi. 

121 lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1bayar1<an kepada : 

a Sektetaris Daerah KabUpaten Bekasi; 

b Pejabat dan pegawai pada SKPD pelaksana pemungut retnbuSI sesual dengan 
tan,ggung jawab masmg.-masing 

Pasal 2 

BAB II 

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

5 ReiribUsi Daerah adaiah pungutan Daerah sebaga, pembayaran atas jasa atau pembetian 
iz,n tertentu yang khusus disediakan danlatau dibenkan oleh Pemel\ntah Dae<ah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan 

9 Pemungutan adalah suatu rangkaian keg,atan mulai dari penghimpunan data objek clan 
stJbJe~ pajak dan retribusi, penentuan besamya pajak atau rettlbusi yang tervtang sampa1 
Jcegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau waj1b Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya. 

lnsenlif pemungutan retribusi daerah yang selanjutnya disebul insentif adalah lambahan 
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kmerja tertenlu dalam 
melaksana:kan pemungutan retr1busi 

5 Koordinator penge101a keuangan daerah adalah Sekretaris Daerah yang merupakan 
peiabat yang bertindak setaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 

6 Satuan Kerja Perangkat Dae<ah pelaksana pemungutan retribusi yang selanjutnya 
drsebet SKPD pelaksana adalah SKPD d1 bngkungan Pemerinlah Daerah yang 
metaksanakan pemungutan retribusi daerah. 

~ Penanggung jawab pengelola keuangan dae<ah adalah Bupati dan Wakil Bupati yang 
mervpakan pejabat yang bertanggung Jawab dalam pengelo!aan keuangan daerah 

J BupatJ adalah Bupali Bekasl 

Oaerah adalah KabUpaten Bekasi. 

2. ;>ememtah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perang~at Daernh sebagai unsur 
PE")'&lenggara Pemerintah Oaerah. 

Qa:arr, Paraturan Bupan ini. yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 



a Rencana penerima-an retr1busi per biwutan ditetapkan sebaga, berikut. 
t sampai dengan lnwufan I : 20% (dua puluh perseratus) 

2 sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh perseratus) 

3. sampai dengan triwulan Ill : 85% (delapan puluh lima perseratus) 
4 sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus) 

o Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20"k (dua puluh perseratus) atau leboh. 

1nsentif diberikan pada tnwulan II; 
e Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dan 20% (dua putuh perseratus), insentif 

t,daK diberikan pada awal triwulan II: 
d Apabila pada akhlr triwulan II realisasi mencapai 50% (~ma puluh perseratus). inseotif 

d1benkan untuk lriwulan I yang belum d1bayarkan pada tnwulan II; 
e Apabila pada akhir lriwulan II realisasi kurang darl 50"k (lima puluh perseratus), insentif 

.untuk lriwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan 111· 

I Apabila pada akhir triwulan Ill realisasi kurang dari 85% (delapan puluh 1,ma perseratus). 

,nsentif tidak diberikan pada awal triw'Ulan IV; 
g Apabila pada akhir triwulan Ill reahsasl mencapai 85% (delapan puluh lima perseratus) 

atau lebih, insentij diberikan pada triwulan IV: 

h Apabila pada al<hir triwulan IV realisasi mencapa, 100% (seratus perseratus) atau lebfh 

lnsentif d1.benkan untuk rriwufan yang belum dibayarkan. 
Apabila pada akhir tnwulan IV realisas, kurang dari 100% (seratus perseratus) tetap, leblh 

dari 85% (delapan putuh lima perseratus), lnsenbf dibenkan untuk triwulan Ill dan triwulan 

sebelumnya yang belum dibayarkan. 

11"...Jnl!f).a tertentu sebagaimana dimaksud oetam Pasal 3 adalah penceparen reneana 
-maan retribusi yang dttetapl<an dalam Anggaran Pendapatan dan BelanJa Oaerah. yang 
~ fabarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pasa.14 

S4'0 p@laksana pemungut retnbus1 dtbenkan 1nsentif apab1la meneapai kinerja tertertu. 
_ ?embenan ,nsentif sebaga,mana d,maksud pada ayat (1) dibayarkan setiap ll!'Mllan pada 

iTNa tnwulan berikutnya yang dihitung berdasarxan tahapan penerima tr..l.P Jerws R.etnbu5f 

rang telah drsetor ke Kas Daerah. 
_ Oa<am hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai. insentif untuk triwulan tersebut 

lobayarl<an pada awal triwutan berikutnya yang telah mencapa, target kineqa triwulan 

::a,,g dJtentukan. 
C,ol..am hal target kinerja peda aktur tahun anggaran penenmaan tidak te<c:apai, bdak 

r,embatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk 11,wulan sebelumnya. 

PasaJ 3 



P.erta.nggungjawaban pemberian lnsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
:,,,-ruooang-undangan. 

Pasal9 

21 Penganggaran insenlif pemungutan re!ribusi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 

dlkelompokkan ke dalam belanja tidak tangsung yang diuraikan berdasarkan jesus belanja 
pegawai, obyek belanja msentil pemungutan retribusi serta rincian obyek belanja re!n'b.,s; 

11 Kepala SKPD pelaksana pemungut retribuSJ menyusun penganggaran insenlif 

pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaim-ana dimaksud pada Pasat 6. 

BABV 
PENGANGGAAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal8 

Denenma pembayaran msentil sebagaimana dimaksud psoa Pasal 2 clan besamya 
=embayaran lnsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan 

~usan Supatr. 

Pasa! 7 

• Besaran insenllf sebagaimana d,maksud pada ayat (1) ditelapkan melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Oaerah tahun anggaran berkenaan. 

aesarnya insentif d,tetapkan sebesar 5% (lima perseratus) yang dihilung dan rencana 

oenet,maan retribusi daerah yang telah diserorkan ke Kas Oaerah 

BABIV 
SESARAN INSENTIF 

Pasal 6 

men'tf t>er$umbef dari pen.dapatan retnbusi sebaqarmana teJah cLterapkan d«ai..trn Petaturan 

Oaerah yang mengatur rnengenai jerus dan besaren retribu$i. 

BAB Ill 
SUMSER INSENTIF 

Pasa15 



NEfiG1iASANAH YASIN {j .JLH' "" .. ), 

Ditetapkan di Cikarang PI.Jsat 
pada tanggal 2 Janmn 2015 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berna Daerah Kabopaten Bekasi, 

Peraturan Bupati ini mulai ber!aku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 12 

Oengan ditetapkannya peraturan ,ni, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2014 
tentang lnsentif Pemungutan Retnbosi Daerah dicabot dan dmyatakan ~dak berlaku lagi 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pemberian lnsentif diberikan terhitung mutai bulan Januari 2015 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 


